SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 1/Kpts/KPU-Kab. Pml /2010

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG

TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3)
huruf a dan huruf ¢ Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2, Pasal 3
ayat (2) dan ayat (3), Pasal 5 huruf a dan huruf d
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang

Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

¢. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal § ayat (2)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun
2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

d. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu
membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pemalang tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan
Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010.

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah Kabupaten  dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 359, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844):

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472 1);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4801);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4836);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5043);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005  tentang Pemilihan,  Pengesahan
Pengangkatan dan  Pemberhentian Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4719) dan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 tentang  Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan
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Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4865):

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang
Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2]
Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Belanja  Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah; Dan diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman
pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah
Dan Wakil Kepala Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 dan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2008 tentang Pedoman Seleksi Calon Anggota Panitia
Pengawas  Pemilihan Umum  Provinsi, Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun
2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun
2009 tentang Tata Naskah;
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun
2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun

2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia ~ Pemungutan  Suara  dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun
2009 Tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara
Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah:

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun

2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan
Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun
2009 Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan
Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian
Perlengkapan  Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun
2009  tentang Penetapan Pedoman Tata Cara
Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Waki] Kepala
Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun
2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun
2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun
2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat
Pemungutan Suara;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun
2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan
Rekapitulasi  Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Serta Penetapan Calon
Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pelantikan:
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11
Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2010.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33 — 5
Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan
Pengesahan Pengangkatan Bupati Pemalang Provinsi
Jawa Tengah;
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2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.33 - 6
Tahun 2006 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil
Bupati Pemalang Provinsi Jawa Tengah;

3. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pemalang tanggal 5 Pebruari 2010.

MEMUTUSKAN :

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2010

Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati  Pemalang Tahun 2010 sebagaimana tercantum
pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari Keputusan ini.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan ini  dibebankan pada APBD Kabupaten
Pemalang Tahun Anggaran 2010.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat

kekeliruan akan dilakukan perbaikan  sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 5 Pebruari 2010

KETUA,

ttd

H.M. ARIEF EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

—

KAB}LPATEN PEMALANG
WHATE S




